
3 Undang-Undang ..... /-2- '1v- 

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533); 

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan undang­ 
undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2008 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2001 ten tang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4884); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Supiori tentang 
Analisis Standar Belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2023; 

b. bahwa untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2023, diperlukan 
Perubahan Analisis standar belanja dan/atau standar teknis dan 
standar harga satuan sebagai pedoman penyusunan bagi 
Organisasi Perangkat Daerah; 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Analisis standar belanja dan/ atau standar teknis 
dan standar harga satuan; 
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3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 
2003 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4345); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
Ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 
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12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 
Satuan Regional. (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 112); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan 
Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023; (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori 
(Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2016 Nomor 4); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2023 
Nomor 01) 

22. Peraturan Bupati Supiori Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penjabatan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
(Serita Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2023 Nomor 03) 
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(1) Perubahan Atas Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Supiori Tahun 
Anggaran 2023 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2023. 

(2) Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2023 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Supiori. 
2. Pemerintah Daerah adalab Pemerintah Kabupaten Supiori. 
3. Bupati adalah Bupati Supiori. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Supiori. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori. 
6. Organisasi Perangkat Daerab yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat 

Daerah yang ditunjuk sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan 
menatausahakan keuangan/barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara 
Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat 
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas 
negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalab profesi bagi PNS dan 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah 
warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan. 

10. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat dengan ASB adalah penilaian 
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu 
kegiatan. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS 
STANDAR BELANJA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 
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KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2023 NOMOR 19 

~~~~cdi Sorendiweri 
eptember 2023 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Supiori. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

BAB III 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 5 

Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2023 
sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka 
pelaksanaan anggaran. 

Pasal 4 

Analisis Standar Biaya Pemerintah Ka bu paten Supiori Tahun Anggaran 2023 merupakan 
standar tertinggi sudah termasuk pajak, inflasi, profit, dan dapat dinegosiasi untuk 
memperoleh standar yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Supiori. 

Pasal 3 
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